
Mengingat 

Menimbang a. bahwa Bad.an Layanan Umum Daerah Unit 
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat 
diberikan fleksibilitas dalam pengcluaran 
pembiayaan yang bersumber dari pendapatan jasa 
layanan~ hibah tidak terikat, hasil kerja same. 
dcngan piha.k lain dan lain-lain pcndapatan yang 
sah, dengan mempertimbangkan volume kegiatan 
pelayanan;. 

b. bahwa untuk menjamin terwujudnya tertib 
administraai, transparanei dan akuntabilitas dalam 
pengeluaran pembiayaan khususnya dari 
pendapatan jasa tayanan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu disusun pedoman pemanfaatan 
pendapatan j asa layanan yang diatur dengan 
Peraturan Bu pati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati rentang Pedoman 
Pernanfaa tan .Pendapatan J asa Layanan Badan 
Layanan Umum De.erah Unit Pelaksana Teknis 
Pusat Ket1ehatan Maeyarakat pada Dinas K.esehatan 
Kabupaten Purworejo; · 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 194-Si 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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DaJam Peraturan Bupati ini, yang diroaksud dengan: 
l. Daerah edalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah ada)ab Bupati se.bagai unaur penyelenggara 

Pemerintahan Da«ah yang memimpin pela.ksanaan urusan 
pemerintahan yang menjedi kewenangan daerah otonom. 

3. Bu,pati adalah Bupati Purworejo. 
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. 
5. Kepala Oinas edalah Kepale Dinas Kesehatan. 

Pasal I 

PENDAHULUAN 

BAB! 

MEMUTUSKAN: 

Me.netaplcan : PERATURAN BUPATI TENTANO PEMANFMTAN 
PENDAPATAN JASA L.AYANAN BADAN LA.YANAN UMUM 
DAERAH UNIT PEI..A.KSANA TEKNlS PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN PURWOREJO. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagai.mana telah dlubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atu Undang-Unda.ng 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan 
Da.erah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pene,elolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah; 

6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2015 
tentang Pola Tata Kelola Sadan Layanan Umum 
Daerah Unit Pelaksana Teknis Puaat Kesebatan 
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupat.en 
Purworejo (Belita Daerah Kabupat.en Purworejo 
Tahun 2015 Nomor 40); 

 



6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 
adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan 
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan ups.ya promotif dan 
preventif, untuk mencapai derajat kcsehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah Pcrangk.at Daerah atau Unit Kerja pada Pcrangkat Daerah di 
lillgkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarlcan pada prinsip efisiensi 
dan produktivitas. 

8. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan pola 
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
lreleluasaan untuk menerapkan praktek·praktek bi11nis yang sehat 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
mernajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 
daerah pada umumnya. 

9. Pejabat Pengelola adalah pirnpinan BLUO Puskesmas yang 
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas 
yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat 
Teknis. 

10. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas. 
11. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang diangkat untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibe.n serta mempunyai fungsi 
sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Puskesmas. 

12. Pejabe.t Teknis adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan 
wgas clan kewajiban serta mempunyai fwigai &ebagai penanggung 
jawab telmis pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit dan 
penyehatan lingkungan, kem.itraan dan promosi kesehatan serta 
sumber daya kesehatan pada BLUO Puskesmas. 

13. Dewan Pengawas BLUD Puskesmas, yang selanjutnya disebut 
Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas. 

14. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD Puskeamas, yang selanjutnya 
discbut Sckrctaris Dewan Pengawas, adalah Pejabat yang diaogkat 
oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. 

15. Pegawai BLUD Puskcsmas, yang aelanjutnya diaebut Pegawai 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Sipil yang 
ditugaskan/ dipekerjakan pada BLUD Puskesmaa seisin sebagiii 
Pejabet Pengelola. 

16. Pendapatan Jasa l..ayanan adalah pendapatan BLUD Puskesmaa 
yang bersumber dari dana kapitasi dan non kapitasi Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta dari pelayanan 
kesehatan umum. 

 



Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan 
tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan 
Pendapatan Jasa Layanan. 

Pasal 3 

Makaud ditetapk.annya Pcraturan Bupati iru ad.alah sebagai pedoman 
dan dasar hukum bagi BLUD Puskeemas dalaln pemanfaatan 
Pendape.tan Jaaa Layan.an. 

Pasal 2 

17. Jasa Pela_yanan adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga 
kesehatan dan tenaga non keaehatan pada BLUD Puskcsrnas dalam 
rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, 
rehabilitasi medik dan tindakan medik lainnya serta pclayanan 
penunjang lainnya. 

\8. Sadan Penyclenggara Jaminan Soaial Kesehatan yang selanjut:nya 
disebut BPJS Kesehatan adalah badan hulrum yang dibcntuk untuk 
mcnyclenggarakan program jaminan kesehatan. 

19. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar 
di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarlam 
jumlah peserta yang tr:rdaftar tanpa mcmpcrhitungkan jenis dan 
jumlah pelayanan kesebetan. 

20. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS 
Kesehatan kcpada Puskesmas beniasarkan jeni, dan jumJah 
pclayanan keeehatan yang diberilcan. 

21. Pelayanan Ke11ehatan Non Kapltasi adalah pelayanan kcsehatan 
kepada Paaien yang biaya pelayanan keeehatannya dapat 
dimintak.an penggantian dari dana Non Kapitasi. 

22. Pasien adalah Pasien yang telah tcrdaftar sebaga.i peserta Program 
Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan. 

23. Oaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun pengh.argaan yang 
diberikan secara teratur kcpada seoraog pegawa.i ataa [asa dan haail 
kerjanya 

24. Tunjangan tetap adalah suatu pemberian di luar gaji yang 
diterima.kan secara teratur kepada pegawai yang diberilcan secara 
tetap serta dibayarlam dengan pembayaran gaji sebagai 
penghaiwian berkaltan dengan jabatan atau pekerjaan tertentu. 

25. Honorarium adalah pemb&yaran yang diterimakan kepada pegawai 
atas jasa yang cliberikan pada suatu kegjatan tertentu. 

26. Bonus atas prestasi adalah pemberian uang di luar gaji kcpada 
pepwai 11Cbagai pcngbargaan atas pn:a!Ml tertentu. 

27. lnsentif adalah pemberian uang kepada pegawai untuk 
meninglcatan produktivitas kcrja dalam rangka. mencapai suatu 
tujuan yang telah ditetapkan. 

 



(1) Pelayanan keaehatan non kapitasi sebagaima.na dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (21 huruf a terdiri atas: 
a. pelayanan persalinan; 
b. pelayanan lnspeksi Visual dengan Asam Asetat (NA); 
c. pelayanan keluarga bereneana; 
d. pelayaoan rujukan; 
e. pelayanan Program Pengelola.an Penyakit Kronis (PROLANIS); 
f. pelayanan Antenatal Care (ANC); 
g. pelayanan Post Natal Care (PNC); 
h. pelayanan protesa gigi; dan 
i, pelayanan rawat inap. 

Pasal 5 

(4) Bidan Praktek Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
adalah Bidan yang memiliki Surat lzin Praktek Bidan (SlPBI sesuai 
dengan persyaratan yang berlaku, dicatat [regiater] diberi izin 
seeara sah dan legal u.o.tu.k menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
di bidang kesehatan dasar kepada Pasicn secara mandiri. 

(5) Klaim biaya pelayanan kesehatan non kapitaai aebsgairnana 
dimaksud pads ayat (2) diberikan pmggantian sebeear 100% 
(aeratue persen] berdasarkanjenis danjumlah pelayanan keseharan 
yang diberikan. 

(2) Berdaaarkan Rencana Bianls clan Angpnul BLUD Puskesmas 
sebagaimana dimaksud pe.da ayat (I) pendapatan Jasa Lo.yanan 
seluruhnya dapat dimanfaatkan dan dikelola Jangsung untuk 
membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas setelah dikurangj; 
a. klaim biaya pelayanan kesehatan non kapitasi Pasien yang 

diberikan oleh Pernberi Pelayanan Kesehatan Praktek Swasta 
dan Bidan Pralctek Swasta yang telah menjalin kerja sama 
pelayanan Pasien dengan BLUD Puskesmas; dan 

b. jasa pelayanan petugas entri data kepesertaan program jaminan 
kesehatan pe.da BPJS Kesehatan. 

(3) Pemberi Pelayanan Kei,ehatan Praktek Swasta sebagaimana. 
dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tempat pelayanan keeehatan 
milik swasta yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien. 

(1) Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan dilaksanakan ben:lasarkan 
Rencana Bi11nis dan Angwu-an BLUD Puskeemae, 

Pasal 4 

BABil 

PEMANFMTAN PENDAPATAN JASA LAYANAN 

 



{8) Pelayanan Postnatal Care (PNC) sebaga.imana dimaksud pada 
ayat Pl hwuf g ada.lah Pemeriksaan pada ibu pesca benali.n, 
meliputi pemeriksaan rahim, organ kewanitaan, dan organ la.in 
yang terkait, setelah melahirkan sampa.i rnasa nifas (kurang Jebih 6 
minggu pasca persalinan). 

(9} Pelayanan protesa gigi sebe.lU!imana dimaksud pads. avat 11 l huruf h 
ad11lah pembuatan ltiJti oalsu atau RW tirwm aeballai oe~ti 
l!iiz:i vanR hilan" akibat proses eencabutan atau trauma. denltM 
tuiuan untuk ~tkan kemampuan da!am mengunyah, 
berbicara dan memberikan dukungan untuk otot wajah. 

(lO)Pelayanan rawat inap ecbagairoaoa dimaksud pada ayat (l) huruf i 
adalah pelayanan kesehatan terhadap Pasien untuk keperluan 
observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan 
kesehatan J.ainnya dengan menempati tempat tidur di r\lJlili rawat 
inap. 

(51 Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
adalah pelayanan memindahkan orang sakit dari suatu fasilitas 
kesehatan ke fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu, dahun 
ra.ngka mendapetkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. 

(6) Pelayanan Program Pengelolaan Penya.kit Kronis (PROLANISI 
sebagairoana dimaksud peda lcy&t f 1) huruf e adalah pelayanan 
kesehatan yang diberikan kepada para penderita penyakit kronis di 
Puskesmas, meliputi edukasi, olahraga, pemeriksaan fisik dan 
pemerikeaan penunjeng. 

(7) Pela.yanan Antenatal Care (ANC) se~mana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f adalah Pemerik.saan Kehamilan )'8llg dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kebidanan, 
meliputi pengukuran Bemt Badan, Tekanan Darah, besar nya 
rahim, pemberian lmunisasi Tetanus Toxoid, pemberian Tablet 
Tarobah Darah dan pemeriksaan penunjang lainnya. 

(2) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud pe.da ayat {11 huruf a 
adalah pelayanan kebidanan yang diberikan oleh tenaga lcesehatan 
yang memiliki kompetensi kebidanan, kepada ibu bersalin dalam 
proses melahirk.an bayi, dimulai eejak lcontrak!i rahim yang teratur 
disertai pembukaan dan penipisan leher rahim, sampai lahimya 
bayi, tali pusat dan cairan ketuban, 

(3) Pelayanan Jnspeksi Visual dengan Asam Asetat IIVAl sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) huruf b adalah perocriksaan slcrining 
kanker mulut rahim dengan cara memberikan pulasan cairan Asam 
Asetat pada mulut rahim. 

(4) Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimalcsud pada 
ayat (l) huruf c adalah pemberian atau pemasangan alat 
kontrasepsi kepeda pasangan usia subur dengan tujuan untuk 
mengatur jarak kehamilan, merencanakan jumlab anak dan 
membatasi jumlah anak, 

 



(3) Jasa Pelayanan bagi Pcjabat Pengelola dan Pegawai yang beratarus 
bukan PNS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan tetap, 
honorarium, bonus atas prestasi dan/atau insentif. 

(2) Jaaa Pclayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus 
PNS diberikan daJam bentuk tunjangan tetap, honorarium, bonus 
atas prestasl dan / a tau in sen tif. 

(1) Biaya operaaionai pclayanan untuk biaya pegawai sebagaienane, 
dimaksud dalam .Pa.8al 7 ayat (I) huruf a dimanfaatkan untuk 
membayar Jasa Pclayanan btrrupa gaji, tunjangan tetap, 
honorarium, bonus atas prestasi dan/atau insentif bagi ~abet 
Pengclola, Dewan ~gawaa, Sclaetaria Dewan Pengawas dan 
Pepwai se9Wli dengan tin.gkat tanggung jawab dan tuntutan 
profesionalisme yang diperlukan. 

Pasal 8 

BIAVA OPERASIONAL PELAYANAN UNTUK BIAVA PEGAWAI 

BABV 

Pendapatan Jasa Layanan dialoka.sikan untuk biaya operasional 
pelayanan dengan ketentuan aebapi berikut: 
a. untuk bi.aya pegawai sebesar 60% [enam puluh persen); 
b, untuk biaya penga.daan barang/jasa sebesar 40% (cmpat puluh 

persen]. 

BABIV 

ALOKASI PENDt\PATAN JASA LAYANAN 
UJIITUK BIAYA OPERASJONAL PELAYANAN 

Pasal 7 

(2) Biaya operaaional pclayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari bi.aya pcgawai dan biaya penga.daan barang/ jasa, 

(1) Pengeluaran BLUD Puskesmas sebagaimana d.imaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) berupa biaya opcrasional pelayanan yang meajadi 
beban BLUD Puskesmas dalam rangka menjalankan rugas dan 
fun,gai yang berhubungan dcngan kegiatan pelayanan. 

PENGELUARAN UNTIJK BlAYA OPE.RASIONAL PEI...AYANAN 

Pasal 6 

BAB JD 

 



(11 Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana 
dim.air.sud dalam PasaJ 8 ayat (1), dihitung berdasarkan indikator 
penilaian: 
a. pengalaman dan masa kerja (basic index), diberi bobot ni1ai 10 

(sepu)uh); 
b. keterampilan, ilmu pengetahuan clan perilaku (competency 

index), diberi bobot nilai l O [sepulub]; 
c. risiko kerja (risk index), diberi bobot nilai 20 (dua puluh); 
d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index/, diberi bobot nilai 

15 (lima. be las); 
e. jabatan yang disandang (position index), dlberi bobot nilai 30 

(tiga puluh); clan 
f. huil/capajan k.inerja (perf~ inde;(J, diberi bobot nilai 15 

(lima belas). 

Paaal 11 

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut: 
a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% 

(empat puluh persen] dari gaji Pemimpin BLUO Puskesmas; 
b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% 

(tiga puluh enam persenl dari gaji Pemimpin BLUD Puakeamas; dan 
c. honorarium Sekretaris Dewan Pengpwas paling banyalc scbesar 15% 

(lima belas persen] dari gaji Pemimpin BLUD Puskesmas. 

Pasal 10 

{2) Jasa Pelayanan bagi Pejabet Keuangan dan Pejabat Teknis 
ditctapkan paling banyak aebesar 90% (sembilan puluh persen] dari 
Jasa Pclayanan Pemimpin BLUD Puskesmas. 

(LI Jasa Pelayanan bagi Pemimpin BLUO Puskesmas ditetapkan 
dengan mempertimbangkan fakt.or-faktor yang berdasarkan; 
a. ukuran (size} dan jumlah aset yang dikelola BI.UD Puskesrnas, 

tingkat pelayarum serta produktivitas; 
b. kemampuan pendapatan BLUD bcrsangkutan; dsn 
c. kinerja operasiorutl BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan 

mempertimbangkan antara lain indikat.or keuangan, pelayanan, 
mutu dan manfaat bagi masyarakat. 

Pual9 

(51 Besamya Jasa Pelayanan bag\ Pejabat Pengelola, Pegawai serta 
Dewan Pengawas clan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh 
Pcmimpin BLUO. 

(41 Jasa Pelayanan bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan 
Pengawas diberikan dalem bentuk honorarium. 

 



{41 Pengadaan barang/ jasa sebagajmana pada ayat ( 1) yang berupa 
belanja modal dilaksanakan berdasarkan: 
a. ketersediaan dana yang ada; 
b. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) yang diusulkan. 

(l) Biaya opcrasional pelayanan untuk biaya pengadaan barang/ jasa 
sebagaimana dimaksud daJarn Pasal 7 ayat (1) hwuf b 
dimanfaatkan dalarn rangka pemenuhan keburuhan pelayanan 
keeehatan di BLUD Puske8IWUI dan jaringannya. 

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana pada ayat (1) yang berupa 
pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tertentu wajib 
memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 
a. bersifat darurat (emergency!; 
b. tidak dapat digantikan oleh obat lain; atau 
c. tidak tersedia di instalasi farmasi dengan nilai harga maksimal 

10% dari dulrungan biaya operasional pelayanan kesehatan 
lainnya. 

(3) Dulrungan biaya operaeional pelayanan kesehatan lainnya 
sebageirnana dimaksud pade ayat (2) hwuf c adalah biaya 
operaaional dalam rangka mendukung pelakeanaan kegiatan di 
Puskeamas clan jaringannya. 

Pasal 14 

BIAYA. OPERASIONAL PELAYANAN 
UNTUJ< BIAYA PENGADAAN BARANO/JASA. 

BABVI 

Jasa Pclayanan diperhitungkan setia.p bulan mulai bulan Januari 2016 
dan pembayarannya direalisasilcan aecara bulanan, triwulanan, 
semesteran atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh 
Pimpinan BLUD Pu.skcsmas. 

Pasal 13 

Pcjabat Pengelola atau Pegawai yang merangkap tuga.s pada BLUD 
Puskesmas lain hanya berhak menerima Jasa Pelayanan yang 
dialokasikan pa.da BLUD Puskesmas tempat tugas definitif. 

(2) Perhitungan bobot nilai muing-ma1ing pejabat pengelo\a dan 
Pega.wai berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Kepurusan Kepala Dlnas. 

Pasal 12 

 



TRI HANDOYO 

SERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.JO 
TAHUN 2016 NOMOR 24 SERI E NOMOR 21 

Ttd. 

Diunda.ngkan di Purworejo 
pada tanggal 8 Jual 2016 

SEKRETARISDAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Tt4. 

AGUS BASTIAN 

Ditetapk.an di Purworejo 
pada tanggaJ 8 J,mi 2016 

BUPATJ PURWOREJO, 

SESUAI DEN GAN ASLINY A 
•:..---....;:;¥& BAGIAN HUKUM 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundanglcan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati in.i dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupa.ten Purworejo. 

Pasal 15 

BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 

(6) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pe.da ayat (4) pada 
BLUD Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas 
apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau eflsiensi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
BLUO Puskesmas dengan status bertahap dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa 
pemerlntah. 

 


